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Abstrak: Kepulauan Riau (Kepri) menempati posisi ke-12 dari 15 wilayah
di Indonesia dalam “Program Indonesia Moeslim Travel Index”. Dengan
posisi yang strategis menjadikan Kepri sebagai salah satu gerbang utama
bagi Indonesia bagian barat. Kepri berbatasan langsung dengan negara-
negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Singapura yang serius
dalam menjamin keamanan, kenyamanan dan kepercayaan wisatawan
muslim dari seluruh dunia serta sangat kuat dalam pembangunan SDM dan
infrastruktur. Selain Kepri, beberapa wilayah lain yang juga menjadi
prioritas pengembangan konsep ini adalah Aceh, Riau, Sumatera Barat,
Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jakarta, Yogyakarta, Nusa
tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bengkulu dan
Gorontalo. Sebuah Roadmap terkait Halal Tourism Industry tengah
disusun oleh Tim KNEKS dan BRIN, akan menjadi basis strategis dalam
mendukung kebijakan pemerintah termasuk potensi pengembangan
regulasi ekonomi syariah serta pariwisata halal Indonesia di masa
mendatang.

Kata Kunci: Ekosistem Pariwisata Halal; Kearifan Lokal; Sinergi
Lintas Sektor.
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Abstrack : The Riau Islands (Kepri) is in 12th place out of 15 regions in
Indonesia targeted by the Indonesia Moeslim Travel Index Program. It’s
strategic location makes Kepri one of the main gateways to western
Indonesia. Kepri shares borders with other Southeast Asean Countries
such as Malaysia and Singapore, which are commited to ensuring the
safety, comfort, and trust of muslim tourists from around the world and are
also highly active in human resources and infrastructure development. In
addition to Kepri, several other regions prioritized for this concept are
Aceh, Riau, West Sumatera, West Java, East Java, Central Java, Banten,
Jakarta, Yogyakarta, West Nusa Tenggara, South Kalimantan, South
Sulawesi, Bengkulu, and Gorontalo. A roadmap related to Halal Tourism
Industry is being drafted by the KNEKS and BRIN teams, which will serve
as a startegic basis in supporting government policies, including the
potential development of sharia economics regulations and Indonesia’s
Halal Tourism in the future.

Keywords: Halal Tourism Ecosystem; Local Wisdom; Cross Sector
Synergy.
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I. PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu pilar penting dalam
perekonomian global karena menjadi salah satu
penghasil devisa negara terbesar. Penyediaan
akomodasi, makanan, dan minuman adalah sektor
yang memberikan kontribusi, yang berasal dari
jumlah kunjungan wisatawan, okupansi hotel, dan
perhitungan rata-rata pengeluaran wisatawan
(Gossling et al., 2020; Ikhwan, 2022).

Dampak jangka panjang atas pengelolaan
kepariwisataan wajib dipertimbangkan terutama
dari aktivitas yang ditimbulkan dan berpengaruh
terhadap lingkungan, masyarakat, ekonomi,
kelestarian alam dan budaya lokal, hal inilah yang
disebut sebagai keberkelanjutan atau sustainable
tourism (Ikhwan et al., 2020).

Selanjutnya sektor ekonomi kreatif juga
mendorong meningkatkan potensi pariwisata di
suatu daerah. Dengan penciptaan produk dan
layanan kreatif secara otomatis akan memperkaya
kesan pengalaman para wisatawan, dan akan
membuat mereka menjadi lebih tertarik dan ingin
kembali berkunjung.

Sebuah tren menarik dalam perkembangan
pariwisata halal global yang kami dapatkan dari
laporan tahunan Mastercard-Crescent Rating
Global Muslim Travel Index (GMTI) 2025.
Tercatat jumlah wisatawan muslim internasional
mengalami lonjakan cukup tinggi yaitu sebesar 25
persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 176
juta orang pada 2024. Dalam menyikapi
fenomena tersebut para pelaku industri pariwisata
wajib beradaptasi agar tetap serasi dan mampu
bersaing dengan menciptakan destinasi wisata
yang memberikan pengalaman inklusif, aman,
dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Asia Tenggara menjadi kawasan utama dari
sektor pariwisata ramah muslim. Malaysia
sebagai destinasi nomor satu di antara negara-
negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam
(OKI), didukung infrastruktur halal yang kuat dan

beragam.
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Destinasi paling ramah muslim dari kategori
negara non-OKI adalah Singapura. Negara kecil
ini sangat serius dalam menjamin kenyamanan

dan kepercayaan wisatawan muslim secara
menyeluruh. Thailand dan Filipina juga
mencatatkan peningkatan, melalui perluasan

layanan bersertifikat halal dan pengembangan
akses fasilitas ibadah di tempat-tempat wisata
populer.

Dengan kekayaan budaya serta dukungan
pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata
syariah membawa Indonesia berada di posisi atas.
Jumlah muslim yang besar, menjadi Barometer
Pariwisata Moeslim Frindly sekaligus ditargetkan
sebagai Hub di dunia. Menurut Deputi Bidang
Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
Kementerian Pariwisata RI perlu diupayakan
peningkatan kualitas dan pariwisata ramah
muslim. Faktor- faktor yang perlu diperhatikan
dalam peningkatan daya saing ekosistem
pariwisata halal adalah access, communication,
environment, dan services.
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Gambar 1.
Contoh Paket Wisata
Ramah Muslim Aceh, Medan, Jakarta, dan
Lombok

(2026).

Tantangan utama dalam penerapan pariwisata

halal adalah masih terbatasnya penyediaan
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infrastruktur ramah muslim seperti tempat sholat
atau musholla di area umum dan restoran
bersertifikat halal. Selain itu belum meratanya
edukasi sehingga kesadaran dan pemahaman di
kalangan pelaku industri serta masih kurangnya
standar dan sertifikasi halal yang konsisten. Selain
itu ketersediaan SDM yang kompeten juga masih
terbatas, terutama penguasaan bahasa asing dan
hospitality, Promosi yang kurang efektif, dan
adanya persepsi negatif atau stereotip juga masih
sering kita temui.

II. METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Tulisan ini termasuk dalam kategori penelitian
Analisis deskriptif, bertujuan untuk
menggambarkan situasi serta kondisi pelaksanaan
daerah wisata berbasis masyarakat berdasarkan
kebijakan yang ada, dengan memperhatikan
potensi dan hambatan dalam implementasinya.
Fokus penulisan jurnal ini juga akan
mengeksplorasi bagaimana kebijakan yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif RI Nomor 9 Tahun 2021
Tentang  Pedoman  Destinasi  Pariwisata
Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Indeks Pembangunan Kepariwisataan
Nasional (IPKN) , sehingga dapat diterapkan dan
dipadukan dengan konsep pengelolaan desa
wisata, podarwis, Daya Tarik Wisata & Toilet.
desa wisata berbasis masyarakat untuk
menciptakan Desa Wisata maupun Desa Kreatif
yang berkelanjutan (Kementerian Sekretaris
Negara RI, 2025b, 2025a; Republik Indonesia,

2017; Undang-undang, 2024).
B. Desain Penelitian

Deskriptif eksploratif menjadi desain penelitian
dan
mendeskripsikan berbagai kebijakan terkait
pariwisata serta memeriksa hubungan antara

kami, melalui penggalian, analisa,

kebijakan  tersebut dengan  implementasi
pengembangan industri pariwisata halal.
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C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Provinsi Kepulauan
Riau (terutama wilayah BBK), yang memiliki
potensi besar dan startegis dalam pengembangan
sektor pariwisata halal, dilihat dari sisi keindahan
alam maupun kultur serta nilai sejarahnya. Sesuai
amanah Perpres No. 1 Tahun 2024, bahwa
kawasan BBK diharapkan akan menjadi pusat
pengembangan industri yang high and valuable
technology dengan penciptaan nilai tambah tinggi
yang salah satunya adalah melalui pengembangan
klaster Halal Food Industry di Bintan.
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Gambar 2.
Klasterisasi Tema Pariwisata BBK

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah primer
dan sekunder:

1. Data Primer
a. Berbagai informasi melalui wawancara dan
FGD baik yang berasal dari Pemerintah
Daerah, pelaku industri yaitu hotel,
restoran, pemandu wisata, dll., masyarakat
yang terlibat dalam industri pariwisata serta
menggali pemahaman mereka tentang
kebijakan dan potensi

pariwisata halal.

pengembangan

b. Observasi di lapangan terhadap destinasi
penyediaan fasilitasnya, serta
interaksi antara wisatawan dan masyarakat,

wisata,
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untuk menilai apakah praktik pariwisata di

Kepri sudah siap mendukung konsep
pariwisata halal dengan fokus
keberlanjutan.

2. Data Sekunder:
a. Dokumen yang berhubungan dengan
kebijakan kepariwisataan serta dokumen

kebijakan yang relate dengan
pengembangan kepariwisataan di Provinsi
Kepri.

b. Data statistik yang berkaitan dengan jumlah
wisatawan baik mancanegara maupun
domestik, potensi destinasi wisata, serta
indikator ekonomi terkait lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam rangka
mendapatkan informasi yang komprehensif
terkait potensi pariwisata halal di Kepri, antara

lain:

1. Menggali perspektif tentang kebijakan yang
ada serta potensi pengembangan pariwisata
halal di Kepri dilakukan dialog dan diskusi
dengan para pemangku kebijakan, pelaku
industri pariwisata, asosiasi dan masyarakat
lokal sehingga mampu mengidentifikasi
tantangan serta memaksimalkan potensi dalam
pengembangan pariwisata halal.

2. Observasi lapangan terhadap kondisi objek
wisata, fasilitas pariwisata, dan interaksi antara
wisatawan dan masyarakat lokal. Peneliti juga
melakukan evaluasi untuk menilai apakah
destinasi wisata dan infrastruktur saat ini sudah
mendukung dan memenuhi prinsip-prinsip
keberlanjutan dan

sesuai dengan konsep

pariwisata halal.

3. Studi Dokumentasi melalui pengumpulan data
yang berasal dari dokumen kebijakan yang
relevan, serta data statistik pariwisata yang
dikeluarkan oleh pihak berwenang.
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F. Teknik Analisis Data

Untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait
kebijakan, potensi dan tantangan pariwisata halal,
serta dampaknya terhadap perekonomian daerah
dilakukan beberapa langkah analisis data tematik
yaitu:

1. Reduksi Data yaitu identifikasi data yang
relevan hasil wawancara, FGD, dan observasi
sesuai dengan fokus penelitian.

2. Koding Data: Organisasi data ke dalam
kategori tematik terkait kebijakan, tantangan,
dan potensi pariwisata halal.

3. Penyajian Data: Data dalam bentuk narasi
yang menggambarkan hasil penelitian tentang
kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut
mendukung pengembangan pariwisata halal di
Kepri.

4. Penarikan Kesimpulan: Berdasarkan temuan,
peneliti akan menarik kesimpulan mengenai
keberhasilan dan tantangan yang dihadapi
dalam implementasi pariwisata halal dan
memberikan rekomendasi terkait kebijakan
yang dapat mendukung pengembangan
pariwisata berkelanjutan.

II1. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
A. Rencana Induk Pembangunan

Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS):

1. Penguatan  Penerapan  Pariwisata
Berkelanjutan
a. Pembangunan destinasi pariwisata

berkualitas sesuai preferensi pasar yang

berkembang kearah pariwisata
berkelanjutan dan

regeneratif. Provinsi

pariwisata
Kepri menjadi
salah satu dari tiga Provinsi yaitu
Jakarta dan Bali yang ditetapkan sebagai
daerah prioritas penerapan konsep
pariwisata regeneratif. Hal ini tentunya
menjadi peluang besar bagi Kepri dalam

pengembangan sektor pariwisatanya.
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b. Akselerasi rantai pasok pariwisata yang
inklusif dan berkelanjutan, misalnya
Pihak Hotel membeli hasil laut dari
nelayan lokal dan memastikan praktik
penangkapan ikan tidak merusak
ekosistem laut. Contoh lainnya souvenir
dari UMKM kerajinan lokal berbahan
ramah lingkungan sekaligus
melestarikan budaya melayu dan Islam.

c. Penataan tata kelola destinasi dan
industri pariwisata yang
terstandardisasi, melalui penerapan
sistem manajemen dan regulasi yang
jelas, konsisten serta terstandarisasi
nasional maupun internasional, baik
dari fasilitas utama maupun
pendukungnya.

d. Pembangunan infrastruktur hijau untuk
infrastruktur dasar dan pendukung
pariwisata. Contohnya Sistem air bersih
dengan teknologi hemat air, pengelolaan
sampah terpadu di destinasi wisata,
energi terbarukan untuk penerangan
jalan.

e. Perluasan penerapan Blue Economy
(berbasis laut dan pesisir), Green
Economy (ramah lingkungan) &
Circular Economy

f. Peningkatan keterampilan SDM
pariwisata melalui pelatihan-pelatihan
dan sertifikasi.

. Peningkatan Daya Saing Pariwisata

a. Penguatan branding Wonderful Kepri
dengan arah penguatan yang konsisten
dengan mengedepankan identitas yang
jelas, promosi secara digital, serta nilai
keberlanjutan.

b. Perluasan kebijakan relaksasi visa untuk
perjalanan bisnis, SAVE tourism, dan
kebutuhan khusus wisatawan lainnya,
termasuk penyandang disabilitas, lansia,
anak-anak, dan kelompok rentan
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lainnya. Peningkatan integrasi dan
kualitas multi moda untuk mobilitas
yang efisien dan moderen serta layanan
berbasis teknologi digital (smart
services), sehingga tercipta pengalaman
wisata yang mudah, cepat, personal dan
efisien, aman dan nyaman.

c. Peningkatan kompetensi SDM
pariwisata tersertifikasi sangat penting
karena merupakan fondasi daya saing
industri pariwisata. Sertifikasi bukan
sekedar  formalitas  akan  tetapi
merupakan jaminan kualitas layanan
yang diakui baik secara nasional
maupun internasional.

d. Peningkatan kualitas atraksi minat
khusus, MICE, dan event standar
internasional

e. Peluncuran Program “JIWA”
merupakan hasil kolaborasi antara
Konsulat Jenderal RI (KJRI) Johor
Bahru, Pemprov Kepri, serta Pelaku
Industri Pariwisata di Kepri. Manfaat
Program JIWA adalah Wisman asal
Johor bisa mendapatkan diskon di
berbagai hotel, restoran, transportasi
dan layanan wisata lainnya di Kepri
hanya dengan menunjukkan /D Card
nya.

B. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
(RPJPD).

Arah kebijakan pariwisata dalam rancangan
RPJPN 2026-2045 yaitu dengan mewujudkan
pariwisata Indonesia  sebagai  destinasi
unggulan dunia yang berkelanjutan dan
bernilai tambah yang tinggi melalui strategi
berikut:
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1. Integrasi konektivitas domestik dan global
didukung kebijakan visa yang kondusif,
integrasi konektivitas global
menghubungkan Kepri dengan negara
tetangga  (Singapura, Malaysia dan
Thailand) melalui jalur udara dan laut akan
membuat Kepri sebagai destinasi lintas
batas (crossborder tourism).

2. Peningkatan inovasi dan pemanfaatan
sumberdaya baik alam, budaya, kreativitas,
dan olahraga sehingga menjadi magnet dan
memperkaya daya tarik destinasi pariwisata

dengan

yang disesuaikan preferensi

wisatawan;

3. Peningkatan SDM dan UMKM pariwisata
berdaya saing global agar Kepri tidak hanya
menjadi destinasi regional tapi juga mampu
bersaing di panggung internasional melalui
layanan yang profesional, produk yang
berkualitas, serta citra destinasi yang kuat.

4. Penguatan rantai pasok industry pariwisata
yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan,
dengan penerapan blue, green, and circular
economy, digitalisasi, dan kemajuan
teknologi.

Tiga klaster utama Kepri dari arah kebijakan
pembangunan untuk transformasi ekonomi, yaitu:

1. Klaster wilayah Natuna dan Kepulauan

Anambas;

. Klaster wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan
Tanjungpinang; dan

. Klaster wilayah Lingga.

. Kepri dan kesiapan Penerapan Pariwisata
halal

Pengembangan wilayah BBK-TPI berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2024 Tentang Rencana Induk
Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
Dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan,

Tanjungpinang dan Karimun adalah sebagai
berikut:

1. Kota Batam sebagai hub logistik
internasional, industri  kedirgantaraan,
industri ringan bernilai strategis, industri
digital dan kreatif, pusat perdagangan
internasional dan keuangan, dan pariwisata
kesehatan yang terintegrasi.

2. Kabupaten Bintan diarahkan menjadi pusat
kegiatan pariwisata internasional,
Maintenance, Repair, and Overhaul

industry (MRO), industri alumina, industri

pengolahan makanan, industri

kedirgantaraan, dan industri olahraga.

3. Kota Tanjungpinang diarahkan sebagai
pusat wisata warisan budaya Melayu-
Tiongkok, industri  halal,
perikanan, serta pusat bisnis.

industri

4. Kabupaten Karimun diproyeksikan sebagai
pusat industri maritim, industri
penampungan minyak, industri teknologi
pertanian, industri pengolahan hasil laut,
dan pariwisata bahari.

Pengembangan pariwisata pada empat
wilayah ini diarahkan sesuai klasterisasi tema
pariwisata yang telah ditentukan berdasarkan
dampak pengganda dan  kompleksitas
pengembangan destinasi. Kawasan Batam dan
Bintan ditetapkan sebagai pusat kegiatan
pariwisata berskala internasional didukung
oleh Tanjungpinang dan Karimun.

Berdasarkan Data BPS Provinsi Kepulauan
Riau, pertumbuhan ekonomi Kepri pada
Triwulan II Tahun 2025 adalah 7,14% berasal
dari kombinasi sektor industri yang kuat,
pemulihan pariwisata, dan ledakan investasi.

Beberapa aspek lainnya dari pertumbuhan
ekonomi yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Gini Ratio yang artinya pemerataan
pembangunan, indikator ini penting dalam
menilai tingkat kesenjangan distribusi
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pendapatan dalam suatu masyarakat.
Semakin tinggi Gini Ratio, maka semakin
besar ketimpangan pendapatan yang
terjadi. Gini Ratio nasional pada Maret
2025 sebesar 0,375 dan Provinsi Kepulauan
Riau berada di atas level nasional yaitu
0,382.

. IPM Kepri menduduki peringkat ke 4

secara nasional selama 15 tahun terakhir.
Sementara itu, jika dibandingkan se-
Sumatera [IPM Kepulauan Riau peringkat 1

. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas selalu

lebih tinggi dibandingkan dengan migas.
Namun, pada Triwulan 1I- 2025, pola ini
berbalik, di mana pertumbuhan dengan
migas justru lebih tinggi. Khususnya untuk
Kabupaten Natuna dan Kepulauan
Anambas yang memiliki PDRB dari migas

paling tinggi.

. Potensi PDRB Lapangan Usaha Potensi

yang dimiliki oleh kabupaten kota, dapat

ditiitikberatkan pada :

a. Percepatan Realisasi Proyek
Infrastruktur ~ Pemerintah  melalui
optimalisasi penyerapan tenaga kerja
lokal serta menitikberatkan kepada
proyek yang memberikan efek berganda
(infrastruktur yang mendukung
perekonomian seperti jalan/ jembatan,
pasar, dll)

b. Meningkatkan produktivitas sektor
primer melalui kebijakan daerah untuk
meningkatkan  produktivitas  sektor
primer sesuai potensi lokal; alokasi
APBD untuk cold storage, bantuan
saprodi, benih, irigasi, dll; kemitraan
antara petani/ nelayan/ peternak dan
industri untuk penyerapan hasil panen.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk
Halal (BPJPH) dan Kementerian
Kelautan  dan  Perikanan  telah
menyelenggarakan Sosialisasi
Sertifikasi Halal bagi seluruh DKP se-
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Indonesia dan pelaku bisnis dari industri
olahan hasil laut. Dalam sosialisasi
tersebut disampaikan bahwa Indonesia
punya potensi besar untuk
meningkatkan  export  hasil  laut
bersertifikasi halal ke 54 negara anggota
OKI.

c. Meningkatkan output industri
manufaktur sesuai potensi lokal, seperti
hilirisasi dan industrialisasi produk
unggulan daerah; percepatan izin ekspor
produk hasil hilirisasi; bagi daerah yang
memiliki potensi pariwisata perlu
dilakukan: penggalian potensi
pariwisata di masing-masing daerah,
memanfaatkan teknologi digital dan
media sosial untuk promosi pariwisata
lewat event-event menarik seperti
Penyengat Heritage, Wonderful Kepri
Kogabwilhan I Fun Fishing,
wonderfood Kepri Fest dil.
Meningkatkan ~ layanan  pariwisata
melalui pelatihan kepada pelaku industri
pariwisata; Fasilitasi sertifikasi HKI,
Halal, SNI, dan TKDN untuk UMKM
industri  lokal. Beberapa program
tersebut tersebar di beberapa Dinas
seperti  Dinas  Pariwisata, Dinas
Koperasi & UKM dan Dinas
Perindustrian & Perdagangan.

Beberapa waktu yang lalu Menteri
Pariwisata RI berkunjung ke Pulau
Penyengat dan menyampaikan akan
menjadikan Pulau Penyengat sebagai pusat
wisata ramah muslim di kawasan Asia
Tenggara.

Beberapa program unggulan
Kementerian Pariwisata RI dalam rangka
mendukung pariwisata Indonesia menuju
destinasi kelas dunia:

1. Transformasi digital yaitu penerapan
Tourism 5.0;
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2. Gerakan wisata bersih yang merupakan
fokus  dari  keberlanjutan  dan
kebersihan;

3. Pariwisata naik kelas: Gastro, Marine,
dan Wellness Tourism;

4. Event bertaraf global dengan IP
Indonesia; serta.

5. Pengembangan desa wisata berbasis
komunitas.

kepritourism_
Pulau Penyengat

Gambar 3.
Kunjungan Menteri Pariwisata Rl ke Pulau
Penyengat

(2025).
5. Fokus PDRB Pengeluaran:

a. Mempercepat realisasi APBD melalui
belanja pegawai, Belanja Barang &
Jasa, Beanja Barang Modal, serta
belanja Bantuan Sosial.

b. Mempercepat realisasi investasi asing
dan domestik melalui subsidi atau
insentif pajak/ retribusi daerah terutama
untuk investasi sektor prioritas.

c. Pengendalian harga bahan pokok
dengan pemantauan harga dan stok,
menjaga pasokan, pasar murah, dll

d. Memperluas kesempatan kerja melalui
pengembangan  kewirausahaan dan
pemberian pelatihan kerja. Berbagai
program dilaksanakan demi memenuhi
kebutuhan tenaga kerja di berbagali

perusahaan serta menciptakan
wirausahawan yang baru dan siap
bersaing. Melalui kerjasama Disnaker
Kepri dengan perusahaan seperti PT.
Bintan Resort Cakrawala (BRC)
membuka Program Pemagangan
Tenaga Kerja Dalam Negeri 2025
dengan penerapan metode pembelajaran
campuran (blended learning).

6. Strategi lainnya adalah:

a. Pencegahan ekspor impor ilegal melalui
pengetatan pengawasan impor ilegal
perlu disejalankan dengan solusi untuk
menjamin  ketersediaan  komoditas
tertentu.

b. Permudah Perizinan Berusaha, hal ini
perlu dilakukan agar muncul usaha-
usaha baru dan mengurangi biaya yang
timbul akibat proses pembukaan/
pendaftaran usaha baru.

IV. KESIMPULAN

Untuk menuju Konsep Pariwisata Halal yang

sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-

masing wilayah di Kepri sehingga mampu
menempatkan Kepri sebagai “Halal Tourism

Hub” yang benar-benar andal dan juga merata.

Kita masih memiliki beberapa pekerjaan rumah

besar yang perlu diselesaikan:

1. Disparitas jumlah kunjungan wisatawan
mancanegara melalui pintu masuk melalui
Batam sebanyak 79,40% dari persentase
total seluruh pintu masuk, disusul Bintan
13,47%, Karimun 4,47%, Tanjungpinang
2,65%.

2. Sarana prasarana utama dan pendukung di
6 kabupaten/ kota selain Batam yang
belum terbangun secara optimal.

3. Pembangunan SDM untuk pembangunan
yang bermartabat, sehingga tidak ada yang
didahulukan atau merasa ditinggalkan,
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selain itu juga diperlukan kepemimpinan
transformasional dan peran pengikut yang
baik dalam menghadapi berbagai tren dan
perubahan yang demikian cepat di masa
depan.
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